Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UORONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

a.

NOMOR : DLH.660/15/1V/2022
TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah tentang Standar Pelayanan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
gg;g)Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

2009 tentang Pelayanan Publik
Nomor 215, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
(Lembaran Negara RI Tahun 2012
Negara RI Nomor 5357),

Aparatur Negara dan Reformasi
5 Tahun 2014 Tentang Pedoman
blik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1
Standar Pelayanan. (Berita Negara Repu
615),

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia No.14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai
Timur Tahun 2021 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Manggarai Timur Nomor 170);

9. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2021 Nomor 51);

10. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 38 Tahun 2022 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan pada Pada Dinas Lingkun i i
. ) gan Hidup Kabupaten Ma

Tlmyr, sebag._almana tercantum dalam Lampiran Keputusan 5ang merggg:;ar:
bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;

Standar Pelayanan pada Dinas Li i i
Tt mel p ingkungan Hidup Kabupaten Manggarai
1. Standar Pelayanan Rekomendasi Persetuj
. . juan/Penolakan UKL/UPL
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Linglﬁldr‘:;zz

Hidup) dan SPPL (Surat Pernyat
Pemantasan i Hidup);y aan Kesanggupan Pengelolaan dan

2. Standar Pelayanan Penataan Ruang Terbuka Hijau



KETIGA

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam penyelenggaraan
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan

perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalan penetapan

keputusan ini.

Ditetapkan di : Borong

Pada tanggal : 04 April 2022
Plt. é@:l?\fg ingkungan Hidup,
bﬁbﬁﬁateﬁ‘ ;S\g\%rrggarai Timur, 7
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